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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BAPPENDA 

PEMPROV NTB melalui Pajak Kendaraan Bermotor adalah : 

a. Pemerintah mengintensifkan pajak kendaraan bermotor dalam 

rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kantor 

Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (BAPPENDA). Hal itu 

dilakukan dengan menerapkan pedoman, mensosialisasikan 

peraturan terkait pajak daerah, serta melaksanakan pemantauan dan 

pemeriksaan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan 

kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah..  

b. Ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan 

asli daerah dengan menggali objek atau subjek pajak yang baru 

atau yang belum terdaftar di adiministrasi. 

c. Penguatan kelembagaan sebagai bentuk strategi untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah sudah dijalankan dengan 

baik oleh BAPPENDA PEMPROV NTB. Dengan penguatan 

kelembagaan memberikan kualitas pelayanan yang baik dan 

mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien. 
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2. Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor  

a. Hambatan Internal 

1) Ada beberapa kesenjangan dalam layanan wajib pajak, dan 

orang membayar pajak melalui bank.  

2) Ada sistem pembayaran pajak secara online, namun belum ada 

informasi kapan surat pemberitahuan akan dikirimkan kepada 

pemilik kendaraan bermotor.  

b. Hambatan Eksternal 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dicapai, penluis 

memberikan saran kepada UPTD Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagai berikut.: 

1. UPTD Bapenda harus menjalin kerjasama dengan kejaksaan dan 

kepolisian agar lebih efektif mengadili kejahatan perpajakan dan 

mencegah wajib pajak tidak membayar pajaknya.. 

2. BAPPEDA memastikan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar 

pajak sehingga mereka dapat melaporkan pendapatannya secara akurat 

ke Bappeda. Ini akan membantu Bappeda mengumpulkan pajak dengan 

benar.. 

3. Bapenda harus melakukan strategi sosialisasi dan promosi terkait pembayaran 

pajak kendaraan bermotor melalui media sosial agar lebih dekat dengan 

masyarakat. Hal ini akan membantu Bapenda untuk selalu mengikuti 
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perkembangan teknologi terbaru dan memastikan bahwa pajak dikumpulkan 

secara efektif dan efisien. 
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